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PUTUSAN
Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara cerai gugat antara :

Putri Hartati binti Amat, Umur 28 tahun, tempat dan tanggal lahir, Sungai Ulin,
28/09/1994, NIK 6309026809940003, Agama Islam, Pendidikan
SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Pasar Panas
No.64 RT.01 RW.02 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong,
dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email:

putriaurel.app@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

“Penggugat”;

melawan
Muhammad Aji Norrahmi bin Fathurrahmi, Umur 29 tahun, tempat dan tanggal
lahir, Tabalong, 02/09/1993, Agama Islam, Pendidikan SLTP,
pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Desa Paliat No.152 RT.01
Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut

sebagai : “Tergugat”;
- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Telah memerikasa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 28 Maret 2023

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal

28 Maret 2023 dengan regester perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Tjg

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa pada tanggal 06 April 2011, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benua Lima Kabupaten
Barito Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
12/02/1V/2011, tertanggal 14 April 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Desa Pasar
Panas No.64 RT.01 RW.02 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, selama
2 tahun sampai berpisabh;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang bernama Muhammad Rahman Firdaus lahir tanggal
18/12/2011 berusia 11 tahun berada dalam asuhan Penggugat;

4, Bahwa sejak tanggal 13 Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat
bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;

5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat berupa pertengkaran mulut;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut pada tanggal 29 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat
pisah tempat tinggal selama 10 tahun hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan
tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini
sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No
9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);

8. Bahwa telah berusaha dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun
tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya;
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Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Aji Norrahmi
bin Fathurrahmi) terhadap Penggugat (Putri Hartati binti Amat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis
Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan (E-Court);

Bahwa, oleh karena perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat,

maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak E-Litigasi;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat
agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak
berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.
Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1
tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1
tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena

Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan (aquo);
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Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat
didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap
dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :
I. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/02/1V/2011, tertanggal 14 April
2011, an. Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, telah di nazegelen dan
bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.);

Il. Bukti Saksi :
Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti
2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan
kesaksiannya masing-masing bernama :
Saksi | : Lilis Setiyawati binti Muhyi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan biu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.1, Desa
Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Penggugat di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua,
Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun
sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi
nafkah yang layak untuk Penggugat;

- Bahwa selain itu setahu saksi Tergugat telah memiliki hubungan dengan
wanita lain;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 10

(sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang;
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- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk
bersabar, namun tidak berhasil;

Saksi Il : Misna binti Kadir, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.1, Desa
Pasar Pans, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak
kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua kami di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten
Tabalong hingga mereka pisah;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun
sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak menafkahi
Penggugat secara layak;

- Bahwa selain itu setahu saksi Tergugat telah memiliki hubungan dengan
wanita lain;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 10 (sepuluh)
tahun yang lau hingga sekarang;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat
untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan

saksi-saksi tersebut;

Bahwa kedua orang saksi dari pihak Penggugat tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah dicatat selengkapnya
di dalam berita acara persidangan ini in casu. Sedangkan keterangan saksi-saksi
yang dinilai ada relevansinya guna pembuktian perkara, akan dikutip serta
dipertimbangkan dalam uraian putusan ini sebagaimana mestinya;

Bahwa kemudian Penggugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak
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mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan

putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi
dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang
bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk berita acara

tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui E-
Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil
melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai
dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
secara Elektronik jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung di
persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut
melalui relaas panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. jo. 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut
Penggugat hadir secara langsung di persidangan

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai dengan Pasal 145 RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor
133/Pdt.G/2023/PA.Tjg dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan

tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat, maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak E-Litigasi (vide
Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara
Elektronik);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati
Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan
tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir
dipersidangan sehingga Tergugat telah menghilangkan haknya untuk menjawab
apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran
Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara
dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini
adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan
Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak terhadap Penggugat dan
anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat bersifat temperamental dan
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sering mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga Penggugat merasa tidak ada
harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti tertulis (P.), fotokopi bermeterai cukup sehingga Hakim
menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888
kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-undang No.10
Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Besarnya Batas Pengenaan

Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil
dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), dengan demikian dalil gugatan
Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 17
Juli 2011 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam
perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta
orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi

dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang saksi orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah

sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang
untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang
dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi

sebagaimana diatur dalam Pasal 172,R.Bg;
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Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi
berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan
saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi

syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang
dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi, maka

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

> Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

> Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

> Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai

sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis
Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi
hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan
untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan
pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

kaidah fikih “mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh
mashlahat” (Flbaall Gla Je adie aulall ¢ )

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan
penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan
kemafsadatan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun
dengan perkawinan terdapat banyak mashlahat, akan tetapi jika dengan
perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan
jalan perceraian akan diperoleh kemashlahatan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
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atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian
dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka
petitum Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat
(2), huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam dan karenanya antara suami (Tergugat) dan
isteri (Penggugat) tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad

nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan UU No0.3 Tahun 2006 dan UU No0.50 Tahun 2009,

semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Muhammad Aji Norrahmi bin
Fathurrahmi) terhadap Penggugat (Putri Hartati binti Amat);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Rp155.000,00(seratus lima puluh lima ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Adi Martha
Putera, S.H.l.. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.l. dan, Rizka
Amelia Arsita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
beserta para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Yanti Hidayati Ma’ariefah,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I. Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Amelia Arsita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma’ariefah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 75.000,-
3. Panggilan Rp. 10.000,-
4. PNPB panggilan Rp. 20.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
6. Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)
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